BABII
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.1.1. Pengertian negara hukum dan ciri-cirinya

Negara hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan
negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara.! Dalam negara hukum, seluruh tindakan
penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan
secara sewenang-wenang. Konsep ini menegaskan adanya pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta jaminan
persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Ciri utama negara hukum
antara lain adanya supremasi hukum, kepastian hukum, asas legalitas, peradilan
yang bebas dan tidak memihak, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan
kekuasaan oleh aparat negara. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, hukum berfungsi
tidak hanya sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan dan hak warga negara dari tindakan yang melampaui batas
kewenangan.

Negara hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan
negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur

kehidupan berbangsa dan bernegara.”? Dalam negara hukum, seluruh tindakan

! Sri Hartati and Siti Mariyam, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dari Ekspansi
Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila” 10, no. 2 (2023): 189-212,
https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9583/.

2 Sri Hartati and Siti Mariyam, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dari Ekspansi
Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila” 10, no. 2 (2023): 189-212,
https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9583/.
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penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan
secara sewenang-wenang. Konsep ini menegaskan adanya pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta jaminan
persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Ciri utama negara hukum
antara lain adanya supremasi hukum, kepastian hukum, asas legalitas, peradilan
yang bebas dan tidak memihak, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan
kekuasaan oleh aparat negara. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, hukum berfungsi
tidak hanya sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan dan hak warga negara dari tindakan yang melampaui batas
kewenangan.

Prinsip negara hukum menuntut agar setiap proses penegakan hukum,
termasuk proses penyidikan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan asas keadilan. Kedudukan seseorang sebagai tersangka tidak
menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh
hukum. Kewenangan penyidik yang besar dalam melakukan tindakan upaya paksa
harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi hukum.
Perlindungan hukum terhadap tersangka menjadi wujud nyata dari penerapan ciri
negara hukum, karena hukum tidak hanya digunakan untuk menindak pelaku tindak
pidana, tetapi juga untuk membatasi kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak

menyimpang dari tujuan keadilan dan kepastian hukum.
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2.1.2. Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana

Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana merupakan prinsip
fundamental yang melekat pada setiap individu sejak berhadapan dengan proses
hukum, termasuk sejak tahap awal penyidikan.’ Sistem peradilan pidana tidak
hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku
tindak pidana, tetapi juga harus menjamin penghormatan terhadap martabat
manusia dan hak-hak dasar setiap orang. Hak atas perlakuan yang adil, hak untuk
tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas kebebasan dari
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta hak untuk memperoleh
bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak
asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam berbagai instrumen
hukum nasional maupun internasional dan menjadi landasan bagi aparat penegak
hukum agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum serta
menjunjung tinggi keadilan substantif.

Keberadaan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana menuntut
penyidik untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan
bertanggung jawab, terutama ketika berhadapan dengan seseorang yang berstatus
sebagai tersangka. Penyidik memiliki peran strategis karena setiap tindakan
penyidikan secara langsung berdampak pada pemenuhan atau pelanggaran hak-hak
dasar tersangka.* Pemberian kesempatan untuk didampingi penasihat hukum,

kejelasan mengenai dasar hukum penetapan tersangka, serta perlakuan yang

3 Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum Di Negara Hukum: Kajian Demokrasi
Konstitusional,” 2022, 227-45.

4 Udiyo Basuki, “77 Tahun Negara Hukum : Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata
Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis” 11, no. 2 (2022): 179-202.
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manusiawi selama proses pemeriksaan menjadi indikator penting dalam menilai
sejauh mana hak asasi manusia dihormati. Pelaksanaan penyidikan yang tidak
selaras dengan prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan
merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, sehingga
perlindungan hak asasi manusia harus menjadi bagian yang melekat dalam setiap
tahapan proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang lebih luas
daripada sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Sistem ini juga
bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan
manusiawi. Hak atas perlakuan yang adil merupakan salah satu prinsip utama yang
harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, setiap individu juga
memiliki hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dalam
bentuk apapun. Hak ini menjadi batasan penting bagi aparat dalam menjalankan
kewenangannya. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan proses hukum dapat
berjalan tanpa adanya pelanggaran terhadap martabat manusia.

Hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang
juga merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem
peradilan pidana. Setiap tindakan penangkapan dan penahanan harus didasarkan
pada ketentuan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat
penegak hukum. Selain itu, individu yang berhadapan dengan hukum juga berhak
untuk memperoleh bantuan hukum guna membela kepentingannya. Bantuan hukum

menjadi sarana penting dalam menjamin keadilan, terutama bagi mereka yang tidak
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memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan demikian, perlindungan terhadap
hak-hak tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan
pidana.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana telah
ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional.
Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya. Setiap tindakan yang dilakukan harus tetap berada dalam
koridor hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan substantif. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan,
tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap individu. Oleh karena itu, aparat
penegak hukum dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-
prinsip tersebut secara konsisten. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Keberadaan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana menuntut
penyidik untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung
jawab. Penyidik memiliki peran yang sangat penting karena berada pada tahap awal
proses penegakan hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik akan
berdampak langsung terhadap pemenuhan atau pelanggaran hak-hak tersangka.
Oleh karena itu, penyidik harus mampu bertindak secara proporsional dan tidak
melampaui batas kewenangannya. Pemberian kesempatan kepada tersangka untuk
didampingi oleh penasihat hukum merupakan salah satu bentuk penghormatan
terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, peran penyidik menjadi sangat

strategis dalam menjamin terlindunginya hak-hak tersebut.
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Pelaksanaan penyidikan yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun sistem
hukum secara keseluruhan. Ketidakadilan yang terjadi dalam proses penyidikan
dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu,
pelanggaran terhadap hak tersangka juga dapat berdampak pada keabsahan proses
hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparat penegak
hukum untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian yang
melekat dalam setiap tindakan yang dilakukan. Upaya ini tidak hanya bertujuan
untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan
pidana. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara

seimbang.

2.1.3. Prinsip due process of law dalam penegakan hukum

Prinsip due process of law merupakan salah satu pilar utama dalam
penegakan hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan jaminan keadilan bagi setiap individu yang berhadapan dengan
hukum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus
dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang,
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Due process of law
menghendaki adanya kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum,
serta perlindungan terhadap hak-hak dasar seseorang, mulai dari tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Prinsip
ini juga mencakup hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, hak untuk

mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas
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tanpa tekanan, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi selama
proses hukum berlangsung. Dengan demikian, due process of law berfungsi sebagai
mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum
agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh hukum.

Penerapan prinsip due process of law memiliki keterkaitan erat dengan
pelaksanaan tugas penyidik dalam proses penyidikan, khususnya dalam perlakuan
terhadap tersangka. Kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan hukum
seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penggunaan upaya paksa
menuntut adanya kepatuhan yang ketat terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Perlindungan terhadap hak tersangka menjadi indikator penting dalam menilai
apakah proses penyidikan telah berjalan secara adil dan profesional.
Ketidaksesuaian antara tindakan penyidik dengan prinsip due process of law
berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta merusak legitimasi
penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan
pelaksanaan prinsip due process of law oleh penyidik menjadi bagian penting dalam
mewujudkan proses penyidikan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel,
sekaligus memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi secara optimal
sepanjang proses hukum berlangsung.

Dalam penerapannya, due process of law menekankan pentingnya kepastian
hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Setiap
individu yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang adil
tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini juga menjamin bahwa semua proses hukum

harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian
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hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat karena setiap tindakan hukum
memiliki dasar yang jelas. Selain itu, perlakuan yang setara di hadapan hukum
mencerminkan keadilan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, prinsip ini
menjadi fondasi dalam menciptakan sistem hukum yang berintegritas.

Due process of law juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar
individu sejak tahap awal proses hukum hingga tahap akhir di pengadilan. Hak
untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan merupakan salah satu bentuk
perlindungan yang penting bagi tersangka. Selain itu, hak untuk mendapatkan
bantuan hukum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip ini.
Individu juga berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya
tekanan atau paksaan dari pithak manapun. Perlakuan yang manusiawi selama
proses hukum berlangsung menjadi indikator utama dalam menilai penerapan
prinsip ini. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan proses hukum dapat
berjalan secara adil dan berkeadilan.

Fungsi utama due process of law adalah sebagai mekanisme pengendalian
terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini
memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat tetap berada dalam
batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian tersebut,
potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Selain itu, prinsip ini juga
mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional dan
bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, due process of law berperan dalam

menciptakan sistem hukum yang adil dan akuntabel.
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Penerapan prinsip due process of law memiliki hubungan yang sangat erat
dengan pelaksanaan tugas penyidik dalam proses penyidikan. Penyidik memiliki
kewenangan yang besar dalam melakukan tindakan seperti penangkapan,
penahanan, dan pemeriksaan terhadap tersangka. Oleh karena itu, setiap tindakan
tersebut harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
Perlindungan terhadap hak tersangka menjadi tolok ukur dalam menilai apakah
penyidikan telah dilakukan secara profesional. Penyidik juga harus memastikan
bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama proses penyidikan
berlangsung. Dengan demikian, peran penyidik sangat menentukan dalam
penerapan prinsip ini.

2.2. Tersangka dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

2.2.1. Pengertian tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam
Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.’> Pengertian ini menegaskan bahwa penetapan status
tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, bukan
semata-mata dugaan subjektif aparat penegak hukum. KUHAP menempatkan
tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga sejak

ditetapkan sebagai tersangka, seseorang berhak memperoleh perlakuan yang sesuai

5 Hironimus Taroreh, “Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101090
Fakultas Hukum Unsrat, Magister [lImu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister [lmu Hukum,”
1981.
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dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, termasuk hak untuk mengetahui secara
jelas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan
keterangan secara bebas, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum. Penegasan
mengenai definisi tersangka ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia
berupaya membatasi kesewenang-wenangan aparat dengan mensyaratkan prosedur
dan dasar hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dikenai tindakan penyidikan
lebih lanjut.

Pengertian tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP memiliki implikasi
langsung terhadap pelaksanaan tugas penyidik, khususnya dalam menentukan sah
atau tidaknya tindakan penyidikan yang dilakukan. Penetapan status tersangka
menjadi titik awal lahirnya berbagai kewenangan penyidik, sekaligus
memunculkan kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak individu yang
bersangkutan. Ketepatan dalam memahami dan menerapkan pengertian tersangka
akan berpengaruh pada kualitas proses penyidikan, termasuk dalam penggunaan
upaya paksa dan perlakuan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak
pidana. Oleh karena itu, pemaknaan tersangka berdasarkan KUHAP menjadi
landasan penting dalam menilai sejauh mana penyidik Polres Labuhanbatu
menjalankan proses penyidikan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.2. Kedudukan dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

Kedudukan tersangka dalam proses penyidikan merupakan posisi hukum
yang sangat penting karena sejak ditetapkannya seseorang sebagai tersangka,

negara melalui aparat penegak hukum mulai menjalankan kewenangannya untuk
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membatasi hak-hak tertentu dari individu tersebut.® Meskipun demikian, tersangka
tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang wajib
dihormati dan dilindungi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
menegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak
untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang ditujukan kepadanya, hak untuk
memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk memperoleh
bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Selain itu, asas praduga tak bersalah
menempatkan tersangka sebagai individu yang belum dapat dinyatakan bersalah
sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga setiap
tindakan penyidikan harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan
berdasarkan prosedur hukum yang sah.” Pengakuan terhadap kedudukan hukum
tersangka ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang
serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam proses peradilan pidana.
Kedudukan dan hak-hak tersangka tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai
sejauh mana penyidik menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip hukum acara
pidana yang berkeadilan. Perlindungan terhadap hak tersangka tidak hanya
tercermin dalam norma hukum tertulis, tetapi juga terlihat dari sikap dan tindakan
penyidik dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan,
penangkapan, hingga penahanan. Apabila hak-hak tersangka tidak diberikan secara

optimal, hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang berdampak

% Yosep Nyoman Motian and Margo Hadi Pura, “Kekuatan Keterangan Ahli Forensik Dalam Perkara
Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
320 K/ PID /2017 )” 4 (2024): 9048-57.

7 Utari Jayu Sahana and Y O N Efri, “Vol. 6 No.l Edisi 1 Oktober 2023
Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org Ensiklopedia of Journal” 6, no. 1 (2023): 164-71.
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pada cacatnya proses penyidikan serta melemahkan kepercayaan masyarakat
terhadap aparat penegak hukum.

2.2.3. Asas praduga tak bersalah sebagai dasar perlindungan tersangka

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas fundamental dalam
hukum acara pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan untuk
melindungi harkat dan martabat manusia dari perlakuan sewenang-wenang aparat
penegak hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sejak
tahap awal proses peradilan pidana. Penerapan asas praduga tak bersalah menuntut
agar tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapat tekanan fisik
maupun psikis, serta tetap diberikan hak-haknya, seperti hak untuk memberikan
keterangan secara bebas, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan
sebagai pihak yang telah terbukti bersalah. Dengan demikian, asas ini menjadi
landasan utama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menjaga
keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap
individu.

Penerapan asas praduga tak bersalah sangat bergantung pada sikap
profesional dan integritas penyidik dalam menjalankan kewenangannya, khususnya
pada tahap penyidikan yang rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penyidik
dituntut untuk mengedepankan pembuktian yang objektif, menghormati hak-hak
tersangka, serta menghindari tindakan yang dapat membentuk opini seolah-olah

tersangka telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Praktik penyidikan
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yang mengabaikan asas praduga tak bersalah, seperti penggunaan upaya paksa yang
tidak proporsional atau pembatasan hak tersangka tanpa dasar hukum yang jelas,
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah memiliki
peran strategis sebagai dasar perlindungan tersangka dan menjadi tolok ukur dalam
menilai sejauh mana penyidik menjalankan proses penyidikan secara adil,

profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3. Penyidik dan Kewenangannya dalam Proses Penyidikan

2.3.1. Pengertian dan kedudukan penyidik dalam sistem peradilan pidana

Penyidik merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang
untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan
bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.®
Kedudukan penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat strategis karena berada
pada tahap awal proses penegakan hukum yang menentukan arah dan kualitas
penanganan perkara selanjutnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan seperti
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kewenangan tersebut
menempatkan penyidik sebagai pihak yang memiliki kekuasaan hukum yang besar
terhadap kebebasan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya

dituntut untuk bertindak efektif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga wajib

8 A Mahbub Ulhag, “Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani
Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem
Peradilan Pidana” 5, no. 2 (2023): 1205—14, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2910.
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menjunjung tinggi asas legalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

Kedudukan penyidik yang sentral tersebut menjadikan setiap tindakan
penyidikan memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hukum bagi
tersangka. Pelaksanaan kewenangan penyidik harus selaras dengan ketentuan
hukum acara pidana agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang
dapat merugikan tersangka secara yuridis maupun psikologis. Penyidik dituntut
untuk memahami batasan kewenangan serta tanggung jawab hukum yang melekat
pada jabatannya, mengingat kesalahan prosedur pada tahap penyidikan dapat
berakibat pada pelanggaran hak tersangka dan berpengaruh terhadap keabsahan
proses peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh sebab itu, peran penyidik tidak
hanya dipandang sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai pihak yang
memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi tersangka
sejak awal proses peradilan pidana.

2.3.2. Kewenangan penyidik menurut KUHAP dan peraturan terkait
Batasan

Kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana diatur secara tegas dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum utama
pelaksanaan penyidikan. Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan
serangkaian tindakan hukum, antara lain menerima laporan atau pengaduan,
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta
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menghentikan penyidikan.® Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan
dibatasi oleh prosedur, syarat, dan jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain KUHAP, pembatasan kewenangan
penyidik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-
Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan internal kepolisian, serta
ketentuan yang bersumber dari prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya
pembatasan tersebut, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada alasan hukum
yang sah, dilakukan secara proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

Pengaturan kewenangan dan batasan penyidik memiliki keterkaitan erat
dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka oleh penyidik Polres
Labuhanbatu. Pemahaman dan kepatuhan penyidik terhadap ketentuan KUHAP
dan peraturan terkait menjadi faktor penting dalam menentukan apakah tindakan
penyidikan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan
terhadap hak tersangka.!® Kewenangan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan
batasan hukum berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedur, tindakan sewenang-
wenang, serta pengabaian hak-hak tersangka. Oleh karena itu, pelaksanaan
kewenangan penyidik di Polres Labuhanbatu perlu dilihat tidak hanya dari sisi
efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut

digunakan sesuai dengan batasan hukum yang telah ditetapkan.

® Morientes Sihaloho et al., “The Primary Duties and Functions of the Indonesian National Police
(Polri), in Addition to Serving as Protectors of The” 13, no. 10 (2025).

10" Nurbaiti Syarif, Eva Lestari, and Dolok Saribu, “PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ( PRESUMPTION OF INNOCENT )” 03,
no. 02 (2024): 112-20.
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2.3.3. kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa

Kewenangan penyidik dalam melakukan upaya paksa merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana.
Upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
diberikan oleh undang-undang untuk menjamin kelancaran proses pembuktian serta
mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi
tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
yang mengatur secara tegas syarat, prosedur, serta batas waktu pelaksanaannya.
Setiap tindakan upaya paksa wajib didasarkan pada alat bukti yang cukup dan
disertai dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara
limitatif ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, pelaksanaan upaya paksa harus
menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang
merugikan hak-hak tersangka.

Pelaksanaan kewenangan upaya paksa oleh penyidik Polres Labuhanbatu
memiliki peran penting dalam menentukan terpenuhinya perlindungan hukum
terhadap tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Ketepatan penyidik
dalam menerapkan prosedur hukum, termasuk pemberian penjelasan mengenai
alasan tindakan upaya paksa, pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan
bantuan hukum, serta perlakuan yang manusiawi, menjadi indikator utama
profesionalitas penyidik. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik

pelaksanaan upaya paksa berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tersangka dan
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melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena
itu, pengkajian terhadap bagaimana kewenangan upaya paksa dijalankan oleh
penyidik menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan dan

perlindungan hukum telah diwujudkan secara nyata dalam proses penyidikan.

2.4. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka

2.4.1. Pengertian perlindungan hukum terhadap tersangka

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan segala bentuk jaminan
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai
tersangka agar hak-haknya tetap dihormati dan dilindungi selama proses peradilan
pidana berlangsung. Perlindungan tersebut berlandaskan pada prinsip negara
hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya asas praduga tak
bersalah yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang belum terbukti
bersalah. Bentuk perlindungan hukum ini mencakup perlindungan terhadap
tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, jaminan atas kebebasan
pribadi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberikan
keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk diperlakukan secara
manusiawi. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka telah
diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai
peraturan perundang-undangan lainnya sebagai upaya menjaga keseimbangan
antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Perlindungan hukum terhadap tersangka menuntut adanya pelaksanaan
kewenangan penyidik yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan penyidikan dapat
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dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemberian perlindungan hukum tidak
hanya bergantung pada keberadaan aturan normatif, tetapi juga sangat ditentukan
oleh pemahaman, sikap, dan integritas penyidik dalam menjalankan tugasnya.
Apabila perlindungan hukum dilaksanakan secara optimal, maka proses penyidikan
akan berjalan lebih transparan dan adil, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran
hak tersangka yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Kondisi
tersebut menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna melihat bagaimana
perlindungan hukum benar-benar diwujudkan dalam praktik penyidikan, khususnya

dalam pelaksanaan tugas penyidik di lingkungan kepolisian.

2.4.2. Bentuk perlindungan hukum preventif dan represif

Perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua bentuk
perlindungan yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan
hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tersangka
sejak awal proses penyidikan, antara lain melalui pengaturan yang jelas mengenai
kewenangan penyidik, kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta
adanya prosedur hukum yang harus dipatuhi dalam setiap tindakan penyidikan
seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan. Bentuk
perlindungan ini juga tercermin dalam hak tersangka untuk memperoleh bantuan
hukum, hak untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang ditujukan kepadanya,
serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari tekanan fisik
maupun psikis. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, diharapkan

penyidik dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berhati-hati, sehingga
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potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan sejak tahap awal proses
penegakan hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana
pemulihan dan pengawasan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka
dalam proses penyidikan. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme
pengaduan, praperadilan, pengawasan internal kepolisian, serta peran lembaga
peradilan dalam menilai keabsahan tindakan penyidik. Keberadaan perlindungan
hukum represif memberikan jaminan bahwa setiap tindakan penyidik yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dikoreksi
melalui jalur hukum yang tersedia. Hubungan antara perlindungan hukum preventif
dan represif menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam
praktik penyidikan oleh penyidik Polres Labuhanbatu, guna melihat sejauh mana
kedua bentuk perlindungan tersebut berjalan secara seimbang dan efektif dalam
menjamin hak-hak tersangka serta mewujudkan proses penyidikan yang adil dan

berlandaskan hukum.

2.4.3. Hak tersangka atas bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi

Hak tersangka atas bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi
merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaminan hak asasi manusia dalam sistem
peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas
mengatur bahwa tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap
penyidikan, terutama apabila diancam dengan pidana tertentu atau tidak mampu
secara ekonomi. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan tersangka

memahami hak dan kewajibannya, memperoleh pembelaan yang layak, serta
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terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Selain itu,
perlakuan yang manusiawi mengharuskan penyidik untuk menghormati martabat
tersangka sebagai manusia, termasuk larangan terhadap penyiksaan, tekanan fisik
maupun psikis, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat. Prinsip ini
sejalan dengan asas praduga tak bersalah, yang menempatkan tersangka sebagai
subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil hingga adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan hak atas bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi oleh
penyidik menjadi tolok ukur profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum.
Keberadaan penasihat hukum dalam proses pemeriksaan diharapkan mampu
menciptakan keseimbangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak
tersangka, sehingga proses penyidikan berjalan secara objektif dan transparan.
Namun, dalam praktik penyidikan, masih dijumpai berbagai kendala seperti
keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, rendahnya pemahaman tersangka
mengenai hak-haknya, serta tekanan situasional dalam proses pemeriksaan. Kondisi
tersebut menuntut adanya evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang
mengatur hak tersangka, khususnya terkait peran penyidik dalam menjamin
terpenuhinya bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi sebagai bagian dari

upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

2.5. Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh Penyidik Polres Labuhanbatu

2.5.1. Praktik perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses
penyidikan

Praktik perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan

pada dasarnya tercermin dari bagaimana penyidik melaksanakan kewenangannya
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sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip hak asasi manusia.
Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak tersangka sejak
awal proses penyidikan, seperti hak untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang
disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa
tekanan, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu, tindakan
upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan harus dilakukan berdasarkan
alasan yang sah, prosedur yang jelas, serta disertai dengan administrasi yang
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga dituntut untuk bersikap
profesional, objektif, dan tidak diskriminatif dalam melakukan pemeriksaan,
sehingga proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian semata,
tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat dan hak-hak tersangka
sebagai subjek hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka oleh penyidik Polres
Labuhanbatu menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara norma hukum yang
berlaku dengan praktik di lapangan. Penyidik diharapkan mampu menerjemahkan
ketentuan KUHAP dan peraturan internal kepolisian ke dalam tindakan penyidikan
yang menjunjung tinggi keadilan prosedural, meskipun dihadapkan pada berbagai
keterbatasan dan tekanan dalam penanganan perkara pidana. Perbedaan tingkat
pemahaman hukum, beban perkara yang tinggi, serta tuntutan penyelesaian perkara
secara cepat berpotensi mempengaruhi optimalisasi perlindungan hukum terhadap
tersangka. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pengkajian secara mendalam
terhadap praktik penyidikan yang dilakukan, guna melihat sejauh mana

perlindungan hukum telah diterapkan secara nyata serta faktor-faktor yang
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mempengaruhinya dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres

Labuhanbatu.

2.5.2. Kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum

Kendala penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
tersangka dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun
eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional
dan memiliki pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia serta hukum
acara pidana masih menjadi persoalan yang cukup signifikan. Beban perkara yang
tinggi sering kali menyebabkan penyidik bekerja dalam tekanan waktu, sehingga
pelaksanaan prosedur hukum yang seharusnya dilakukan secara cermat dan
proporsional berpotensi terabaikan. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung
penyidikan yang belum sepenuhnya memadai, seperti ruang pemeriksaan yang
layak dan fasilitas pendukung bagi tersangka, turut mempengaruhi kualitas
perlindungan hukum yang diberikan. Faktor budaya kerja yang masih menekankan
pada orientasi penyelesaian perkara secara cepat juga dapat memicu terjadinya
praktik-praktik penyidikan yang kurang memperhatikan hak-hak tersangka secara
optimal.

Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan fokus kajian yang
membahas peran dan tanggung jawab penyidik Polres Labuhanbatu dalam
menjamin perlindungan hukum terhadap tersangka. Kondisi geografis wilayah,
karakteristik sosial masyarakat, serta kompleksitas perkara pidana yang ditangani
turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan penyidikan di lapangan.

Ketidakseimbangan antara tuntutan penegakan hukum dan kewajiban
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penghormatan terhadap hak tersangka sering kali menempatkan penyidik pada
posisi yang dilematis, terutama ketika menghadapi tekanan dari masyarakat
maupun atasan untuk segera menuntaskan suatu perkara. Oleh karena itu,
pengkajian terhadap kendala-kendala tersebut menjadi penting guna memperoleh
gambaran yang objektif mengenai hambatan nyata yang dihadapi penyidik,
sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan upaya perbaikan yang berorientasi pada

penguatan perlindungan hukum dan profesionalisme penyidikan.

2.5.3. Upaya penyidik dalam meningkatkan perlindungan hukum
terhadap tersangka

Upaya penyidik dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap
tersangka diwujudkan melalui penerapan prosedur penyidikan yang berpedoman
secara ketat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
peraturan internal kepolisian. Penyidik dituntut untuk menjalankan setiap tindakan
upaya paksa secara profesional, proporsional, dan akuntabel, termasuk dalam
melakukan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap tersangka.
Pemenuhan hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak
untuk mengetahui secara jelas sangkaan yang dikenakan, serta hak untuk
memberikan keterangan tanpa tekanan, menjadi bagian penting yang harus
diperhatikan sejak awal proses penyidikan. Selain itu, penyidik juga melakukan
pencatatan dan pendokumentasian setiap tahapan pemeriksaan secara transparan
guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan untuk menjamin adanya
kepastian hukum bagi tersangka.

Selain penerapan prosedur hukum, peningkatan perlindungan hukum

terhadap tersangka juga dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia
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dan mekanisme pengawasan internal. Penyidik secara berkelanjutan mengikuti
pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada profesionalisme, etika penegakan
hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengawasan dari atasan
langsung, fungsi pengawasan internal kepolisian, serta keterbukaan terhadap
pengawasan eksternal menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa setiap
tindakan penyidikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya
pengawasan yang efektif dan peningkatan integritas penyidik, diharapkan proses
penyidikan dapat berlangsung secara adil, manusiawi, dan mampu memberikan
perlindungan hukum yang optimal bagi tersangka tanpa mengabaikan tujuan

penegakan hukum.



